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ABSTRAK 
Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang menjadi pendapatan Negara. Pendapatan tersebut akan 
digunakan untuk menyediakan fasilitas umum yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta sehingga perlu diperhatikan 
pelaksanaanya agar tidak membebani mayarakat namun bisa menguntungkan bagi Negara. Pengujian ini dilakukan 
untuk melihat pengaruh kenaikan upah minimum dan daya beli masyarakat setiap provinsi terhadap kenaikan PTKP 
PPh Pasal 21 di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dipakai adalah data 
sekunder dengan jenis data time series pertahun selama periode 2014-2018.Teknik analisis yang digunakan adalah 
Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis regresi linier berganda, Analisis korelasi, Koefisien determinasi (R2),Uji 
t dan Uji F.  Hasil penelitian ini mengunggkapkan bahwa upah minimum dan daya beli masyarkat setiap provinsi di 
Indonesia memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kenaikan PTKP. 
Kata kunci: Upah minimum, Daya beli dan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 

 

PENDAHULUAN 

 Pajak adalah kontribusi yang harus 
dipenuhi subjek pajak kepada negara yang 
sesuai dengan undang-undang dengan sifat 
yang memaksa dan tidak secara langsung 
merasakan dampaknya dan pajak dipakai 
demi kepentingan Negara untuk kemakmuran 
warga Negara Indonesia (Pasal 1 UU No.28 
Tahun 2007). Saat menghitung pajak PPh 
pasal 21, PTKP menjadi pengurang dari total 
penghasilan bruto (penghasilan kotor). 
Perubahan PTKP di Indonesia telah dilakukan 
beberapa kali. Peraturan mengenai besaran 
PTKP diawali dengan diterbitkannya UU No.7 
Tahun 1983 dengan besaran PTKP Rp 
960.000. Lalu pada tahun 1993 dilakukan 
perubahan untuk pertama kali dengan 
diterbitkannya KMK No.928/KMK.04/1993 
mengenai perubahan PTKP yang mulai efektif 
pada tahun 1993 yang besaran PTKP Rp 
1.728.000. Perubahan kedua di tahun 1994 
diterbitkannya UU Nomor 10 tahun 1994 
dengan besaran PTKP Rp 1.728.000 yang 
mulai diberlakukan padaawal tahun 1995. 

Setelah perubahan pada 1994, PTKP terus 
mengalami kenaikan yaitu tahun 1998  
diterbitkan KMK No. 361/KMK.04/1998 
dengan besaran PTKP Rp 2.880.000 yang 
diberlakukan pada 1 Januari 1999. Pada 
tahun 2000 menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 
2000 dengan besaran PTKP  Rp 2.880.000 
yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001, 
Pada tahun 2004 melalui KMK 
No.564/KMK.03/2004 pemerintah kembali 
melakukan perubahan PTKP menjadi sebesar  
Rp 12.000.000 yang berlaku pada 1 Januari 
2005, Pada tahun 2005 melalui PMK 
No.137/PMK.03/2005 pemerintah menaikkan 
PTKP menjadi  Rp 13.200.000 yang 
diberlakukan pada 1 Januari 2006, Tahun 
2008 melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 PTKP 
mengalami peningkatan menjadi Rp 
15.840.000. Pada tahun 2012 besaran PTKP 
meningkat sebesar Rp 24.300.000 melalui 
PMK No.162/PMK.011/2012 yang diterapkan 
pada 1 Januari 2013, kemudian pada  2015 
PTKP mengalami kenaikan menjadi Rp 
36.000.000 melalui Peraturan menteri 
Keuangan Nomor  122/PMK.010.2015 yang 
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mulai berlaku pada tahun yang sama dengan 
penernitan peraturan PTKP. Pada tahun 2016 
perubahan PTKP mengalami kenaikan 
menjadi Rp 54.000.000 melalui penerbitan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
101/PMK.010/2016 yang masih digunakan 
pada tahun 2020.(http://www.ortax.org ) 
 Kenaikan PTKP tidak setiap tahun 
mengalami perubahan namun upah minimum 
provinsi di beberapa provinsi terjadi kenaikan 
dalam setiap tahun dan kenaikan upah 
minimum juga berdampak peningkatan daya 
beli masyarakat. 
 Terdapat 4 Penelitian terdahulu 
dijadikan referensi antara lain (1) Achmad 
Husaini dan Sunarti dengan variabel daya beli 
dan PTKP di analisis menggunakan analisis 
deskriptif. Hasilnya kenaikan PTKP tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan (2) 
Krista yiwati (2015), dalam penelitiannya 
peneliti menggunakan metode yuridis dan 
menjelaskan bahwa PTKP yang naik akan 
otomatis meningkatkan pendapatan namun 
tidak berpengaruh meningkatkan  daya beli 
masyarakat (3) harjo lukito (2017) memiliki 
tujuan untuk mengetahu efektif dan efisiensi 
PTKP dan pendapatan pekerja dengan 
menggunnakan metode evaluasi sumatif, 
dalam penelitiannya  menjelaskan bahwa 
peningkatan PTKP mempengaruhi 
peningkatan pendapatan (4) widiyanti (2017) 
dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif peneliti inigin mengetahui kebijakan 
pemeritah dalam hal PTKP melindungu 
pekerja atau tidak dan hasil penelitiannya 
PTKP tidak memiliki pengaruh terhadap 
pendapatan karena kenaikan PTKP juga di 
ikuti oleh inflasi. 
 
Rumusan Masalah  

1. Apakah upah minimum berpengaruh 
terhadap kenaikan PTKP? 

2. Apakah daya beli masyarakat berpengaruh 
terhadap kenaikan PTKP PPh pasal 21? 

3. Apakah upah minimum dan daya beli 
masyarakat berpengaruh secara simultan 
terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21? 

 
Tujuan Penelitian 
1. untuk mengetahui upah minimum 

berpengaruh terhadap perubahan PTKP 
PPh Pasal 21? 

2. Untuk mengetahui daya beli masyarakat 
berpengaruh terhadap kenaikan PTKP 
PPh Pasal 21? 

3. Untuk mengetahui upah minimum dan 
daya beli masyarakat berpengaruh secara 
simultan terhadap kenaikan PTKP PPh 
Pasal 21? 

 
TELAAH PUSTAKA 
Landasan teori  

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 
merupakan pasal yang mengatur mengenai 
pemotongan gaji jasa atau gaji pekerjaan 
pada tahun berjalan.Perhitungan PPh pasal 
21 menggunakan PTKP. Besarnya PTKP 
ditetapkan berdasarkan kondisi pada 1 
Januari atau awal bulan dari bagian tahun 
kalender. Besarnya PTKP pegawai yang baru, 
pegawai luar negeri yang baru datang dan 
berada di daerah pabean dalam bagian tahun 
kalender. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu 
jumlah  penghasilan kotor dikurangi PTKP 
atas diri sendiri ditambah status menikah 
ditambah lagi dengan tanggungan keluarga 
paling banyak 3 orang yaitu keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta 
anak angkat yang ditanggung sepenuhnya.  

 
Upah Minimum Dan Daya Beli  

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi (Permenakertrans) no 7 
tahun 2013, upah minimum adalah upah 
bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok 
termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan 
oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah 
ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan 
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pelaku industri sebagai standar minimum 
dalam memberi upah pekerjanya. 
 menurut Dr. Supawi pawengan (2016) dalam 
Erni dan sukarni (2019) Daya beli masyarakat 
adalah kemampuan masyarakat sebagai 
konsumen dalam belanja barang atau 
membayar jasa yang dibutuhkan.Daya beli 
masyarakat dapat di ukur dari indikator harga 
konsumen dan indikator harga.  
 
Kerangka Konseptual 

 
Gambar 1 :Kerangka Konseptual 

 
Penjelasan mengenai kerangka konseptual 
diatas : 
 = Berpengaruh secara parsial  
 =Berpengaruh Secara Simultan  
 
HIPOTESIS PENELITIAN 
H1 = Upah minimum berpengaruh terhadap 

kenaikan PTKP PPh Pasal 21 di 
Indonesia. 

H2 = Daya beli masyarakat berpengaruh 
terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21 
di Indonesia 

H3 = Upah minimum dan daya beli 
masyarkat berpengaruh secara 
simultan terhadap kenaikan PTKP PPh 
Pasal 21 di Indonesia 

 
METODE 
 
Populasi 

Populasi penelitian ini adalah Upah 
minimum dan daya beli masyarakat Indonesia.  
Sampel 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah upah minimum dan daya beli 

mayarakat periode 2014 -2018  di 34 provinsi 
di Indonesia . 
 
Teknik Pengambilan Sampel 
 Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan probability 
sampling yaitu cluster sampling.Cluster 
sampling yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah upah minimum dan daya beli di 34 
provinsi di Indonesia. 
 
Variabel Penelitian dan Definisi 
Operasional  
Variabel 
 Variabel dalam penilitian ini dibedakan 
menjadi 2 macam,yaitu: 
1. Variabel bebas, dalam penelitian ini upah 

minimum dan daya beli  
2. Variabel terikat, dalam penelitian ini 

kenaikan PTKP 
 

HASIL 

Pengujian statistik deskriptif ditampilkan 
padaOutput SPSS 20 tebel 1 dibawah ini : 
 

Tabel 1 : Statistik Deskriptif 

 
 

Sampel penelitian terdapat 169 yang 
didapat padatahun 2014-2018. Hasil output 
SPSS pada tabel 1 memperlihatkan jika 
variabel independen X1menunjukkan nilai 
minimum dan maksimum masing-masing 
sebesar Rp 91.000 dan Rp 3.647.700. Nilai 
mean dari X1 sebesar Rp 1.897.607,19 
dengan standar deviasi Rp 489.293,827. Hasil 
analisis deskriptif variabel X2 yaitu Daya Beli 
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menujukkan nilai minimum Rp 493.088 dan 
nilai maximum Rp 2.039.157. Kemudian nilai 
mean X2 diperoleh Rp 973.384,14 dan 
standar deviasi Rp 272.321,552 

Hasil analisis dari variabel Y yaitu PTKP 
menghasilkan nilai minimum dan maximum 
masing-masing sebesar Rp 2.025.000 dan Rp 
4.500.000. Kemudian nilai mean PTKP senilai 
Rp 3.714.940,83 dengan standar deviasi Rp 
1.019.126,316. 

Sebelum melakukan analisis regresi linier  
berganda untuk hipotesis yang telah 
ditentukan terlebih dahulu diuji asumsi klasik. 

 
Asumsi Klasik 

Asumsi klasik ialah syarat yang perlu 
dipenuhi agar data bisa digunakan sebagai 
parameter penduga yang layak digunakan. 
Untuk menjadi parameter yang layak 
digunakan, data harus berdistribusi normal, 
terbebas dari multikolonieritas, terbebas dari 
heteroskedastisitas dan terbebas autokorelasi. 
Pengujian Normalitas diwajibkan untuk 
memenuhi kesimpulan yang valid. Untuk 
membuktikan data menghasilkan data yang 
normal, digunakan pengujian one sampel 
kolmogorov-smirnov dengan keputusan 
apabila nilaisignifikansi >0,05 (tingkat 
kepercayaan 95%) maka dapat dinyatakan 
data berdisribusi normal. Berdasarkan hasil 
pengujian pada Table 2 didapat nilai test 
statistic one sample kolmogorov-smirnov 
sebesar 0,130>0,05, artinya bisa dikatakan 
normal (dapat dilihat pada tabel 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 :Uji Normalitas 

 
 
Dalam mendeteksi ada gejala atau bebas  

multikolonieritas bisa melihat nilai tolerance 
dan VIF. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai 
VIF< 10 maka model regresi baik karena 
terbebas multikolonieritas. 

Tabel 3: Uji Multikolonieritas 

 
Dari Tabel 3 terlihat variabel upah 

minimum dan daya beli masyarakat masing-
masing mempunyai angka VIF sebesar 1,836 
(1,836<10) dan nilai tolerance sebesar 0,545 
(0,545> 0,10). Sehingga bisa diambil 
keputusan bahwa data terbebas 
multikolonieritas. Dengan kata lain dapat 
dikatakan jika indikatori kedua variabel 
tersebut bebas multikolonieritas. 

Cara dalam mengetahui ada gejala 
autokorelasi atau bebas autokorelasi adalah 
menggunakan uji DWdengan melakukan 
perbandingan antara DW hitung dan DW 
tabel. Untuk lebih memahami dapat mengecek 
hasil output spss pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4: Uji Autokorelasi 

 
Hasil output SPSS mengenai pengujian 

autokorelasi. Nilai DW menunjukkan hasil 
1,862. Apabila dilihat dari DW untuk 2 variabel 
eksogenus (k) = 2 dan banyak data adalah 
169, untuk level signifikan 0,05 maka 
diperoleh DU sebesar 1,7724. Pengambilan 
keputusan bebas uji autokorelasi berdasarkan 
ketentuan du < dw < 4 – du  atau 1,7724 
<1,862 <2,138, sehingga bisa dikatakan 
bahwa bebas autokorelasi dan layak untuk 
digunakan. 

Terjadi heteroskedastisitas atau bebas 
heroskedastisitas dapat digunakan pengujian 
park dengan ketentuan nilai sig pada tabel 5 
lebih besar dari 0,05 mengartikan terbebas 
heteroskedastisitas  

 
Tabel 5 : Uji Heteroskedastisitas 

 
Dilihat di tabel 5 menunjukkan tingkat 
signifikansi untuk upah minimum 0,140 
(0,140>0,05) dan daya beli  0,218 
(0,218>0,05). Sehingga data bebas 
heterokkedastisitas. 
 
 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Pengujian analisis regresi linier berganda 

dipakai untuk melihat keterkaitan antar 
variabel independen (X1, X2, …, Xn) dengan 
variabel dependen (Y) 
 
Tabel 6 : Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 
 

Dari tabel 6 diatas dapat diperoleh 
persamaan Analisis regresi linier berganda 
sebagai berikut: 
Y = -8.736.734,983 + 0,756X1 + 

1.844.585,824X2  
1. Konstanta sebesar -8.736.734,983 

Nilai konstanta sebesar -8.736.734,983 
menunjukkan jika variabel independen (Upah 
Minimum dan Daya Beli) bernilai nol, maka 
nilai dari PTKP sebesar -8.736.734,983 

2. Koefisien regresi pengaruh upah minimum 
terhadap PTKP sebesar 0,756 
Nilai koefisien X1 sebesar 0,756 
menunjukkan jika variabel upah minimum 
mengalami kenaikan 1 satuan maka diikuti 
oleh kenaikan PTKP sebesar 0,756 dengan 
anggapan variabel lain konsisten. 

3. Koefisien regresi pengaruh daya beli 
masyarakat terhadap PTKP sebesar 
1.844.585,824  
Nilai koefisien X2 sebesar 1.844.585,824 
menunjukkan jika variabel daya beli 
mengalami kenaikan satu satuan, maka akan 
terjadi kenaikan PTKP sebesar 
1.844.585,824 dengan anggapan variabel 
lain konsisten 
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Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk 
mendeteksi keterkaitan antara variabel bebas 
(X) terhadap variabel terikat (Y). analisis 
ditampilkan tabel 7 berikut 
 

Tabel 7 : Uji Analisis Korelasi 

 
 

Tabel 8 : Interprestasi Koefisien Korelasi 

 
Dari tabel output 7 terlihat korelasi antara 

upah minimum dan PTKP menghasilkan nilai 
sebesar 0,501. Nilai tersebut jika dilihat pada 
tabel 8 menunjukkan hubungan yang sedang. 
Artinya antara upah minimum dan PTKP 
memiliki hubungan sedang. 

Untuk korelasi antara daya beli dan PTKP  
menghasilkan angka sebesar 0,450, nilai 
tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang 
sedang. Artinya terdapat hubungan yang 
sedang antara daya beli  dan PTKP. 

Sedangkan nilai korelasi untuk upah 
minimum dan daya beli menghasilkan angka 
sebesar 0,675. Nilai tersebut menunjukkan 
tingkat hubungan yang kuat. Artinya antara 
upah minimum dan daya beli masyarakat 
memiliki hubungan kuat. 

 
Analisis Deterministik 

nilai adjusted R squre menunjukkan Nilai 
koefisien determinasi, nilai ini memperkirakan 
besaran pengaruh variabel terikat. Adapun 
output pengujiannya ditampilkan  tabel 9 
berikut : 

 
Tabel 9 : Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Hasil output SPSS tabel 9 menunjukkan 
bahwa variabel upah minimum dan daya beli 
mempengaruhi variabel PTKP sebesar 0,533 
atau  53,3% sedangkan sisanya sebesar 
46,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. 
 
Pengujian Hipotesis 

Uji t menggunakan perbandingan tingkat 
signifikansi t dengan α senilai 0,05: 
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Tabel 10 : uji t 

 
Menurut  tabel 10 dapat dilihat upah 

minimum (X1) menunjukkan hasil nilai thitung 
4,048 dan nilai sig , dapat 
diambil kesimpulan bahwa upah minimum 
(X1) secara parsial mempunyai pengaruhyang 
signifikan terhadap PTKP 

Dari tabel 10 daya beli masyarakat (X2) 
menunjukkan hasil nilai t  hitung2,288 dan 
nilai signifikannya sebesar , 
dapat disimpulkan daya beli masyarakat 
(X2)berpengaruh secara parsial terhadap 
PTKP 
 
Adapun uji simultan  ditampilkan pada tabel 
11 berikut :  

 
Tabel 11 : Uji F 

 
Berdasarkan tabel 11 nilai F hitung 31,334 

dan besaran  signifikan 0,000. Nilai signifikan 
, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa upah minimum dan daya 
beli masyarakat berpengaruh secara simultan 
terhadap PTKP  

 
Pembahasan  
Pengaruh Upah Minimum Terhadap 
Perubahan Kenaikan PTKP 

Hasil penelitian diperoleh upah minimum 
mempunyai pengaruh terhadap perubahan 
kenaikan PTKP yang signifikan. Konstanta 
sebesar 0,756 mengartikan jika upah 
minimum naik sebesar 1 satuan maka 
perubahan akan naik sebesar 0,756. 
Berdasarkan hasil analisis dapat ditentukan 
bahwa variabel upah minimum berpengaruh 
signifikan terhadap kenaikan PTKP pada 
tingkat kepercayaan 95% yang ditunjukkan 
dengan nilai sig lebih kecil daripada α=0,05 
(0,000< 0,05)  
 
Pengaruh Daya Beli Masyarakat Terhadap 
Kenaikan PTKP  

Hasil penelitian diketahui bahwa daya beli 
masyarakat memiliki pengaruh terhadap 
perubahan kenaikan PTKP yang signifikan, 
konstanta sebesar 1.844.585,824 
menunjukkan apabila daya beli masyarakat 
naik sebesar 1 satuan maka perubahan akan 
naik sebesar 1.844.585,824. Berdasarkan 
hasil analisis diatas dapat ditentukan variabel 
daya beli masyarakat berpengaruh terhadap 
kenaikan PTKP pada tingkat kepercayaan 
95% yang ditunjukkan nilai sig lebih kecil dari 
α=0.05 (0,023< 0,05). 
 
Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Daya 
Beli Masyarakat Terhadap Kenaikan PTKP 

Hasil pengujian menunjukkan upah 
minimum provinsi dan daya beli masyarakat 
secara simultan berpengaruh terhadap 
kenaikan PTKP secara signifikan. Hal tersebut 
dijelaskan melalui nilai signifikansi F = 0,000 
(0,000<0,05). Artinya meningkatnya upah 
minimum dan daya beli maka bisa diikuti 
dengan peningkatan PTKP. 
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SIMPULAN 

1. Dari hasil analisis dan pembahasan ada 
pengaruh signifikan secara parsial dari 
upah minimum di 34 provinsi terhadap 
kenaikan PTKP periode 2014-2018 

2. Dari hasil analisis dan pembahasan 
terdapat pengaruh yang signifikan secara 
parsial dari daya beli masyarakatsetiap 
provinsi terhadap kenaikan PTKP periode 
2014-2018 

3. Dari hasil analisis dan pembahasan 
terdapat pengaruh yang signifikan secara 
simultan antara upah minimum provinsi 
dan daya beli masyarakat terhadap 
kenaikan PTKP periode 2014-2018 
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